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Education is an important element in the life of indonesian society. this is because with 
education, people can increase their dignity and dignity and make their lives better. 
The main purpose of education is to educate the nation's life as stated in the preamble 
to the Law on the State of the Republic of Indonesia of 1945 Paragraph IV. The 
implication of this provision is in the form of legal paying, namely Law Number 20 of 
2003 concerning the National Education System The purpose of this study is to 
determine the Sisdinas Law as paying for education law in Indonesia. The method used 
in this study is a qualitative method, the results of this study conclude that the national 
education law has an important role in the implementation of education in Indonesia. 
Education curriculum arrangements based on the national education law are more 
concerned with moral education than education academically. 
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Pendidikan merupakan suatu elemen penting dalam kehiduoan amsyarakt indonesia. 
hal ini dikarenakan dengan Pendidikan, maysrakat dapat meningkatkan harkat dan 
martabatnya serta membuat kehidupannya mejadi lebih baik. Tujuan utama dari 
Pendidikan adalah untuk mencerdaska kehidupan bangsa sebagaimana termaktub 
dalam pembukaan Undang Undang Dsara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Alinea ke IV. Implikasi dari ketentuan ini adalah berupa paying hukum yaitu Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari 
penelitian ini adlaah untuk mengetahui Undang Undang Sisdinas sebagai paying 
hukum Pendidikan di indonsia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa undang undang sisdiknas 
memiliki peran penting dalam peyelenggaraan Pendidikan di Indoensia. Pengaturan 
kurikulum Pendidikan berdasarkan undang undang sidiknas lebih menaknkan pada 
Pendidikan moral dibandingkan Pendidikan secara akademis. 
 

I. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan elemen penting bagi 

kehidupan amsyarakat indoensia dikarenakan 
tanpa Pendidikan, maka bangsa Indonesia tidka 
akan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih 
baik. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia tak 
lepas pula dari peran para pemuda yang telah 
dididik dan ditempa dalam sekolah oleh belanda 
ketika itu juga sehingga mampu menghasilkan 
pemikiran yang berkualitas dan menjadi salah 
satu penentu masa depan Indonesia hingga kini 
(Cristiana, 2021). Indoensia meurpakan negara 
yang cukup peduli dengan Pendidikan dimana di 
masing masing wilayah termasuk pelosok 
pedesaan telah terdapat sekolah sekolah baik 
negeri maupun swasta yang dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh warga masyarakat untuk mengem-
ban Pendidikan untuk mempeorleh kdhiupan 
yang lebih baik 

Kepedulian indonesia terhadap Pendidikan 
tercermin dari adanya program wajib belajar 9 
tahun yang merupakan salah stau program yang 

diterbitkan atau dikelaurkan oleh pemerintah 
untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di Indonesia. namun program wajib 
belajar 9 tahun tersebut kini telah beranti 
menjadi program wajib belajar 12 tahun dimana 
penduduk diharuskan untuk bersekolah mulai 
dari jenjang sekolah dasar hingga jenjan sekolah 
menengah atas. Hal ini dikarenakan kualitas 
sumber daya manusia indoensia maish cukup 
rendah untuk dapat bersaing denan sumber daya 
manusia dari negara lain sehingga proga, wajib 
belajar 12 tahun wajib diwujudkan oleh 
pemerintah (Cristiana, 2021) 

Kepedulian pemerintah terhadap kualitas 
Pendidikan di indoensia juga tercermin ari 
adanya program kebijakan Dana Bantuan 
operasional Sekolah (BOS) yang merupakan dana 
yang dialokasikan khusus oleh pemerintah untuk 
mendanai Pendidikan di Indonesia, hal ini tidak 
terlepas dari pemerintah untuk menghaslkan 
generasi bangsa yang cerdas baik secara 
intelejensi maupun cerdas secara akhlak atau 
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dengan kata lain kecerdasan intelejenjsi harus 
diimbangi ula dengan kecerdasan akhlak 

Begitu pentingnya Pendidikan bagi masya-
rakat Indonesia sehingga dapat dikakatakan baha 
Pendidikan merupakan suatu investasi yang 
bertujuan untuk menghasilkan manusia manusia 
yang berkualitas. Para pendiri bansga seperti r. 
Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta merupakan 
generasi-generasi yang ahir dari system pada 
Pendidikan belanda di kala itu, hal ini membukti-
kan bahwa Pendidikan merupakan salah satu 
cara untuk meningkaytkan harkat dan martabat 
manusia. Pendidkkan juga merupakan bentuk 
amanat dari undang undang dasar 1945 yang 
tertuang dalam pembukaan Alinea ke IV yang 
bebrunyi “kemudian dari pada itu untuk mem-
bentuk suatu pemerintahan negara Indonesia 
yang melinduni segena bangsa indoensia dan 
seluruh tumpah dara indoensia, memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan ke-
hidupan bangsa,…..”. frasa atau kalimat yang 
terdapat dalam pembukaan undang undang 
dasar neara republic indoensia taun 1945 ini 
merupakan salah satu dari rujukan mengapa 
pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan 
yang berkualitas serta memberikan kesempatan 
kepada semua warga negara untuk memeproleh 
Pendidikan yang sama. Hal ini juga merupakan 
implikasi dari nilai keadilan sebagai tertuang 
dalam Pancasila terutama Sila Ke 5. 

Pendidikan merupakan hak dari warga negara 
yang harus dipenuhi dikarenajand engana danya 
Pendidikan akan melahirkan geenrasi bangsa yan 
cerdas dan berakhlakul karimah dimana dua hal 
ini merupakan salah satu indikator dari kualitas 
sumber daya manusia. Oleh karena itu, guna 
mewujdukan sumber daya manusia yang ber-
kualitas yang daoat memebrikan kontribusi bagi 
negara Indonesia, maka pemerintah perlu untuk 
menyelengarakan Pendidikan bagi seluruh 
rakyat Indonesia dengan tujuan di masa depan, 
dapat dihasilakn manusia yang berkualitas 
melalui sistem Pendidikan yang berkualitas pula. 
Hak warga negara dalam bidang Pendidikan 
diatur dalam pasal 28 c Undang undang dara 
1945 dimana dalam pasal tersebut secara jelas 
ditegaskan bahwa rakya indoensia memiliki hak 
untuk mengembangakn diri serta memperoleh 
Pendidikan yang berkualitas untuk meningkat-
kan kesejahetraan hidupnya 

Penyelenggaraan Pendidikan sendiri harus 
berpedoman pada Undang undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan ansional 
dimana undang undang ini merupakan bentuk 
pelaksanaan dari pasal 28 C undang Undang 

1945 yang meurpakan sumber hukum atau 
sumber kekuasana tertinggi dari sistem hukum 
yang ada di indoensia. Dalam undang undang ini 
diatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan 
baik formal maupun informal serta penyeleng-
garaan Pendidikan yang berkualiats di indoensia 
dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas yang dapat dikur melalui kecerdasan 
dalam berfikir dan juga kecerdasan dalam ber-
perilaku. 

Diterbitkannya undang undang Nomor 20 
Tahun 203 tentang sistem pendidkan ansoanl ini 
merupakan bentuk kepedulian peemrintah ter-
hadap kualitas pendidkan di indoensia sehingag 
undang undang ini tidak hanya mengatur tentang 
Pendidikan formal seperti pada umumnya 
namun jua mengatur bagaimana penyeleng-
garaan pendidkan informal seperti kurus kursus 
serta Pendidikan amsyarakat yang bertujuan 
untuk memberantas Buta Huruf atau buta 
Aksara. Dengan adnaya pengaturan mengenai 
Pendidikan formal maupun pendidkan informal 
di Indonesia, maka diharapkan bukanhanya 
meningkatkan kualitas Pendidikan di indonsia 
melainkan juga meningkatkan kualitas umber 
daya manusia di Indonesia (Gunawan, 2020). 

Salah satu amsalah terbesar dalam Pendidikan 
di Indonesia adalah masih kurangnya kesadaran 
amsyarakat mengenai pemntingnya pendidkkan 
terutama sebagaimana erjadi apda masyarakat 
yang tinggal di daerah pedesaan dan daerah 
pelosok. Sebagian besar masyarakat masih 
menagggap bahwa Pendidikan merupakan ha 
yang tidak terlalu penting dikarenakan orang 
yang berpendidikan dan tidak berpendidikan 
pada realtanya tidak mengalami peingkatan 
kualitas hidup bahkan beberapa dari meeka 
masih hidup dalam garis kemiskinan sheingga 
hal inilah yang menjadi salah satu fenomena 
Pendidikan di Indonesia (Singai, dkk, 2020) 

Sudut pandang masyarakat Indonesia yang 
masih tradisional serta masih kurangnya 
pemahaman mengenai pentingnay Pendidikan di 
kalangan masyarakat indoensia tentunya 
menjadi salah satu penghambat bagi epemrintah 
serta smeua pihak yang berkepentingan dengan 
Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang berkualitas melalui Pendidi-
kan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan 
bahwa meskipun sistem Pendidikan yang telah 
dimiliki oleh Indonesia telah sesuai denan 
standar Pendidikan yang menerapkan serta 
mengapliaksikan Ilmu Pengetahuan dan juga 
Teknologi namun apabila tidka didukung dengan 
kemauan yang kuat dari amasyarakatnya maka 
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apa yang telah dicita-citakan oleh pemerintah 
Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan 
bangsa akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, 
pemerintah selaku pemimpin harus mencoba 
menguba pola pikir masyarakat yang demikian 
sehingga apa yang dicita ciatakan pemerintah 
sebagaimana termaktub dalam pembukaan 
Undang-undang dasar 1945 alinea ke IV dapat 
terealisasi denan baik dan maksimal (Soeprapto, 
2021). 

Selain itu, amsalah yang sedang terjadi dalam 
dunia pendidkkan di Indonesia adalah kurangnya 
infrastruktur yang dapat menunjang proses 
belajar mengajar di berbagai institusi pendidkan 
di Indoensia. Di beberapa sekolah di Indoensia, 
masih banyak ditemukan sarana sepert Gedung 
sekolah yang sudah tidak layak pakai serta buku 
buku yang kondisinya tidak layak lagi untuk 
digunakan. Hal ini tentunya cukup memprihatin-
kan bagi dunia pendidkan di indoensia meningat 
Pendidikan yang berkualitas akan berdampak 
apda sumber daya manusia yang berkualtas pula. 
Tak hanya itu, kurikulum Pendidikan yang masih 
sering mengalami pergantian atau ketidak-
konsistenan juga menjadi salah satu isi dari 
pendidkkan di indonsia. Menteri Pendidikan 
sekaan akan membuat kebijakan yang membuat 
siswa menjadi bingung dikarenakan kurikulum 
yang selalu berubah uba sehingga guru sebagai 
tenaga pengajar harus menyesuaikan metode 
pembelajaran dengan kurikulum yang ber-
sangkutan. 

Pada kahirnya isu isu pendikan yang terjadi di 
indoensia diharapkan dapat segera diselesaikan 
dengan baika dan maskimal oleh pemerintah 
dikarenakans ebagaimana yan diamanatkan 
dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang sistem penddikan nasional dimana 
sistem Pendidikan ansional bertujuan untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang ber-
kualitas sehingga dapat menjadi generasi 
oeenrus bangsa serta memiliki konrtbusi dalam 
memajukan bangsa di kemudian hari. Cita cita ini 
tentunya bukanlah merupakan anagan angan 
semata karena telah tertuang dalam Pembukaaan 
Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian inia dalah metode penelitan kualtatif 
dimana metode penelitian kualtatif merupakan 
suatu metdoe penelitian dimana peneliti akan 
menyajikan data berupa pini opini serta teori 
teori yang dieproleh oleh peneliti melalui ber-
bagai sumber. Tidak seperti penelitian kuantitatif 

yang menyajikan data berupa angka angka yang 
akan dgunakans ebagai dasar oleh peneliti dalam 
melakukan pembahasn yang mendalam serta 
komprehensif terhadap suatu topik, penelitian 
kualitatif lebih menekankan Analisa atau 
emahaman peneliti etrhadap suatu topik atau 
fenomena berdasarkan teori serta opini opini 
yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti 
internet, koran, majalah, jurnal, serta buku. 
Penelitian kualitatif juga memutuhkan daya pijir 
peneliti serta kekuatan opini yang disjaikan oleh 
peneliti dalam membahas suatu permasalahan 
dalam topik yang sedang diteliti. Oleh karena itu, 
peneliti yang menggunakan jenis penei=litian 
kualitatif tidka hanya mengutip dari opini atau 
teri yang dibangun oleh peneliti sebelumnya 
namun juga harus mampu membangun teori 
baru yang lebuh komprehensif sehingga data 
memeprbaiki kelemahan dari teori yang telah 
dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Dalam 
penelitian ini, peneliti akan mengulas secara 
komprehensif dan mendalam mengenai Undang 
Undang Sistem Pendidikan nasional sebagai 
oayung hukum Pendidikan di Indonesia untuk 
memberikan pemahaman yang lebuh kompre-
hensif dan mendalam kepada para pembaca 
mengenai konsep yang telah dibangun oleh 
pemerintah di dalam Undang Undang Nomor 20 
tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan 
Nasional di Indonesia. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder dimana dtaa skeuner 
merupakan data yang diperoleh peneliti melalui 
berbagai macam literatur seperti internet, jurnal, 
buku, serta berbagai macam refresni lainnya 
yang behubungan dengan topik yang sedang 
diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti 
akan lebih banyak meng-gunakan ketentuan 
ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
perudang undangan mengenai sistek Pendidikan 
ansional yang di,ana dalam hal inia dalah Undang 
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 
Pendidikan nasional yang kemudian akan 
dianalisa oleh peneliti untuk mendapatkan 
informasi yang jelaa yang akan dijadukan sebagai 
dasar oleh peneliti untuk mengembangkan hasil 
pemikiran serta menemukan teori baru dalam 
pembahasan yang kemudian akan dijadikan 
sebagai dasar untuk melakukan kesimpulan. Tak 
hanya itu, untuk mendukung hasil pembahasan 
serta penarikan eksimpulan yang lebih 
komprehensif, maka dalam hal ini peneliti akan 
mencoba menemukan jurnal jurnal serta beberap 
artikel yang berhubungan juga dengan sistem 
Pendidikan ansioanl di Indoensia sebagaimana 
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yang diangkat oleh peneliti untuk kemudian 
dihubungkan dengan ketentuan yan terdapat 
dalam peraturan perundang undangan mengenai 
sistem Pendidikan nasional di Indonesia.  peneliti 
mengarapkan bahwa dengan menggunakan 
sumber sumber yang saling menghubungkan 
satus ama lain terutama undang undang dan 
literatur seperti buku dna jurnal akan mampu 
menghasilkan pembahasan yang lebih kompre-
hensif dan mamu menghasilkan teori baru 
mengenai topik yang diteliti. 

Teknik analisis data yang diunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data 
deskriptif kualutatif dimana peneliti akan meng-
gunakan sumber sumber yang telah dieproleh 
sebagaimana yang telah disebutkna di atas 
kemudian peneliti akan melakukan Analisa yang 
lebih mendalam mengenai Undang Undang 
Sistem Pendidikan Nasionals ebagai paying 
hukum dari penyelenggaraan penddikkan yang 
ada di Indonesia. dalam penelitian ini pula, 
peneliti akan mengupas fakta fakta yang terjadi 
terkait dengan dunia Pendidikan di Indonesia 
untuk kemudian dianalisa dengan paying hukum 
yaitu Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang sistem Pendidikan nasional. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar 
belakang mengenai pentingnya pendidkan dalam 
membentuk karakter dan kepribadian serta 
meningkatkan daya pikir dan juga kualitas dari 
sumber daya manusia maka dalam hal ini 
tentunya pemerintah perlu menunjang sistem 
pendidkan yang berkualitas dengan tujuan untuk 
meninkatkan kecerdasan dan kualitas dari 
sumbe daya manusia yang dapat diukur melalui 
kecerdasan dalam berifkir serta perilaku dari 
sumber daya manusia yang bersangkutan. 
Pendidikan merupakan hak warga negara se-
bagaimana termaktub dalam pasal 28 C Undang 
undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang dengan tegs menyatakan bahwa 
semua warga negara memiliki hak untuk dapat 
mengembangkan diri serta memperoleh penddi-
kan yang layak. 

Frasa pendidkkan yang layak dalam pasal 
tersebut mengisyaratkan bawha pendidkkan 
yang diselenggarakan oleh peemrintah di 
indonesia harus sesuai dengan mutu dan standar 
yang telah ditetapkan serta mengacu pada Alinea 
ke IV pembukaan undnag undang dasar negara 
republik Indonesia Taun 1945 dimana tujuan 
dari penddikan adalah untuk mencerdaskan 
bangsa. Tentunya dalam mencapai tujuan 

tersebut maka pemerintah harus mempersiapk-
an startegi yang tepat mengenai pengaturan 
sistem penddiikan di indoensia supaya mamou 
merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Alinea ke IV dari Pembukaan Undang 
undang Dsaar Negara Republik Indoensia Tahun 
1945. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah 
belum mampu menerapkan atau mengatur 
sistem Pendidikan yang tepat maka akan 
ditakutkan akan berakibat kepada kualitas 
Pendidikan di indoensia yang akan mengalami 
kesulitan untuk dapat mencetak generasi ber-
kualitas yang akan menajdi penentu masa depan 
Indoensia dalam beberapa tahun yang akan 
dating. 

Salah satu dari bentuk pengaturan strategi 
penddiikan yang tepat ialah melalui pengaturan 
kurikulum dimana kurikulum ini tentunya sangat 
penting dikarenakan menjadi pedoman bagis 
emua institusi Pendidikan secara nasional dan 
menjadi bahan panuduan bagi para guru selaku 
tenaga pendidik untuk menerapkan metode 
pembelajaran yang tepat sehingga data membuat 
mahasiswa memahami dan mengimplemen-
tasikan apa yangs edang dipelajari di di sekolah. 
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara semua 
pihak dari dari pemerintah selaku regulato 
beserta kementerian Pendidikan selaku wakil 
dari peemrintah dengan ihak guru selaku pelak-
sana dari kurikulum. Melalui sinergi tersebut 
diahrapkan akan tercipta kesamaan visi dan misi 
dalam pembuatan kurikulum yang anntinya akn 
digunakan oleh para guru daam kegiatan belajar 
mengajar dikarenakan kurikulum ini merupakan 
anduan yang sifatnya fundamental dalam 
menentukan metode apa yang digunakan oleh 
guru selaku tenaga pendidik untuk menerangkan 
pelajaran kepada murid (Gunawan, 2020). 

Paying hukum yang menerangkan atau 
mengatur mengenai standar Pendidikan atau 
sistem Pendidikan di Indonesia sebagai bentuk 
pelaksanaan dari pasal 28 C Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 
adalah Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 
mengenai sistem penddiikan nasional dimana 
berdasarkan konsideran atau pertimbangan dari 
peemrintah dalam pembentukan undang undang 
ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan 
Pendidikan yang berbasis iman dan takwa serta 
pemerataan penyelenggaraan Pendidikan di 
seluruh wilaya Indonesiah Indoensia. Dalam 
Undnag Undang mengenai sstem Pendidikan 
ansional tersebut tidak hanya diatur mengenai 
Pendidikan formal saja namun juga Pendidikan 
non formal seperti kurus dan pendidkkan non 
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formal lainnya serta Pendidikan masyarakat yang 
bertujuan untuk memberantas buta huruf. Hal ini 
sesuai dengan definisi dari Pendidikan yaitu 
meningkatkan kemampuan intelejensi atau daya 
pikir dari individu serta keripabdan dari individu 
yang bersangkutan sehingga Pendidikan tidak 
hanya sebatas pendidkan formal yang hanya 
dilakukan di sekolah sekolah layaknya Pendidi-
kan yan dikenal masyarakat pada umumnya 

Hal yang paling menarik yang diatur dalam 
Undang undang mengenai sistem Pendidikan 
ansional ini ialah mengenai kompetensi atau 
kuriulum dimana kurikulum di dalam undang 
undang ini bukan hanya menekankan apda aspek 
kognitif dan sikomotorik dari siswa namun juga 
aspek afektif atau perilaku dari siswa tersebut. 
oleh karena itu Pendidikan harus lebih bertumpu 
pada pembentukan karakter siswa yang ber-
taqwa kepada Tuhan yang maha Esa serta 
memiliki kepribadian yang baik atau berakhlakul 
karimah. Oleh karena tu semenjak udnag undang 
ini diudnagkan sistem pendidkan di indoensia 
lebih berorientasi ke Pendidikan karakter 
ketimbang Pendidikan yang hanya menekankan 
apda aspek akademis semata. 

Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh semakin 
melemahnya nlai nilai oral khususnya generasi 
muda yanga da di dalam amsyarakat sehiingga 
pmerintah merasa perlu untuk lebih menekan-
kan pada Pendidikan yang berbsis karakter yang 
bertujuan untuk membentuk kerpbadian dari 
para generasi muda atau pelajar di indoensia 
agar mampu menjunjung tinggi nilai nilai agam 
serta nilai nilai sosial yang berlaku di Lingkungan 
Masyarakat sebab perilaku yang baik tentunya 
akan memebriakn dampak pada tingkat kecer-
dasan berfikir dari siswa yang bersangkutan. 
Oleh karena itu, penyusuan kurikulum yanga da 
dalam sistem Pendidikan di indoensia harus 
mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
dimana undang undang ini merupaka prinsip 
fundamental dalam membangun sistem Pendidi-
kan yang tidak hanya berorientasi pada aspek 
akademis semata melainkan juga harus ber-
orientasi apda nilai nilai agam serta nilai nilai 
sosial yang berlaku di masyarakat (Soeprapto, 
2021). 

Sebagaimana diamanatkan dalam undang 
undang Dsaar Negara Republik indoensia Tahun 
1945 dalam pembukaan yang terdapat di Alinea 
ke IV bahwa tujuan Pendidikan adalah untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa dimana kata 
mencerdaskan bukan hanya membuat cerdas 
dari segi pemikiran atau intelejensi semata 

melainkan juga harus memiliki kecerdasan 
emosional maupun spiritual sehingga apabila 
ketiga jenis kecerdasan tersebut digabungkan 
maka akan terbentuk kualitas manusia Indonesia 
yang cerdas dan berbudi pekerti luhru serta 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
(Triningsih, 2017). 

Permaslahan dalam dunia penddiikan yang 
terjadi dalam beberapa tahun terakhir ialah 
ketidakjelasan mengenai kurikulum. Isu pen-
didikan di Indonesia sendiri telah mulai muncul 
ke permukaan ketika diterpakannya sistem full 
day school oleh menetri Pendidikan kala itu pada 
para siswa yang duduk dalam jenjang Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 
dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang 
banyak dikritik oleh masyaraat di seluruh 
indonesia dikarenakan tingginya beban yang 
harus dtianggung oleh siswa sehingga kebijakan 
ini dianggap menyiksa siswa siswi di slsuruh 
Indonesia. Kualitas Pendidikan di indoensia 
menelami penurunan yang cukup drastis di era 
sekarang dkarenakan adanya pergantian kuri-
kulum yang dilakukan secara terus menerus 
sehingga membuat beberapa pihak guru meng-
alami kebingungan dan siswa pun mengalami hal 
yang sama dikarenakan adanya ketidak 
konsistenan dalam penerapan kurikulu dalam 
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. 
Kurikulum meredeka belajar yang diterapkan 
dalam bebera tahun terakhir tidak memberikan 
damak yang cukup signifikan terhadap kuaitas 
Pendidikan di Indonesia bahkan kurikulum 
Merdeka Belajar yang merupakan salah satu 
program yang dicetuskan oleh Kementerian 
Pendidikan menuai banyak kontroversi dikare-
nakan menimbulkan beban yang cukup berat di 
kalangan para siswa maupun mahasiswa. Oleh 
karena itu, sebagaimana yang disebutkan di atas 
bahwa dibutuhkan sinergi antara pemerintah, 
kementrian Pendidikan, serta perwakilan dari 
para guru sehingga dapat tercapai satu 
kesepahaman mengenai kurikulum yang akan 
diteakan karena tentunya kurikulum yang 
diterapkan akan sangat menentukan kualitas 
metode ajar yang akan dilaksanakan oleh guru 
selaku tenaga pendidik. 

Pada akhirnya, keberadaan Undang Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
ansional pada saat ini belum mampu memberi-
kan kenyamana belajar bagi para ssiwa sehingga 
secara spikologi akan beramak apda kondisi 
mental yang akan menimbulkan rasa malas bagi 
para ssiwa tersebut untuk belajar. Pemerintah 
seharusnya melakukan pengawasan dan melaku-
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kan evaluasi secara rutin terkait dengan 
penerapan kurikulum sebagaimana terdapat 
pada Undang undang nomor 20 Tahun 2003 
mengenai sistem penddiikan nasional dikarena-
kan kurikulum merupakan pandua yang bersifat 
fundamental yang akan mempengaruhi kualitas 
Pendidikan serta kualitas sumber daya manusia 
di indonsia. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Pendidikan merupakan suatu elemen yang 
penting dalam pembentukan kualiats dan 
karakter suatu bangsa sebab dengan Pendidi-
kan maka akan terbentuk kualitas manusia 
yang bukan hanya cerdas secara perilaku 
namun juga cerdas secara emosional dan 
spiritual. Ketiga komponen ini merupakan 
indikator utama dalam melihat dan menilai 
tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh sese-
orang. Guna mengakomodir hal tersebut maka 
pembentukan kurikulum Pendidikan harus 
mengacu pada Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
nasional yang lebih menekankan apda apsek 
Pendidikan karakter dibandingkan Pendidi-
kan yang menekankan aspek Pendidikan 
akademis semata. Oleh karena itu seharusnya 
pembentukan kurikulum dalam dunia Pen-
didikan Indonesia harus mengacu pada 
undang-undang tersebut. Namun isu pada 
Pendidikan yang terjadi pada saat ini telah 
banyak menimbulkan kebingungan baik dari 
kalangan guru maupun siswa dikarenakana 
dnaya pergantian kurikulum yang dilakukan 
secara terus menerus. 

 

B. Saran 
Pemerintah sebaiknya telah melakukan 

koordinasi secara rutin dengan kemneterian 
penddiikan terkait dengan hasil kebijakan 
perubahan kurikulum yang dilakukan aakah 
telah memberikan dampak yang cukup sig-
nifikan bagi kualitas Pendidikan di indoensia 
atau justru sebaliknya. 
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